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PENJABARAN^ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2 0 0 6 

! BUPATI PACITAN. 
i 

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal- 4 Peraturan Daerah Nomor 1 
Tahun 12006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2006 per1u menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

Mengingat : 1. undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten oalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran 
Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3839 ) ; 

i 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985> Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3312 ) sebagaimana te1ah d1 ubah dengan 
undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569 ) ; 

I 

I 
i 

3. undang - undang Nomor 18 Tahun. 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi oaerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3685) yang telah diubah dengan undang -
undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 
246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ; 

j 

4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang sea Perolehan hak Atas 
Tanah" dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) sebagaimana telah di ubah 
dengan Undang-undang Nomor 20 rahun 2000 (Lembaran Negara lahun 
2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988); 

5. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Berslh dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3852 ) ; -
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6. undang - undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang program Pembangunan 
Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3952 ) ; 

7. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4286 ) ; 

8. undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4355 ) ; 

\ 

9. undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4437 ) ; 

10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ; 

11. peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara 
pertanggung Jawaban Kepala Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 
Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027 ) ; 

\ :. 

12. Peraturan Pemeri ntah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ; 

> 

13. peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak Daerah 
( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4138 ) ; 

14. peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 
Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4139 ) ; 

I 

15. peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian 
juralah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 
dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta jumlah 
kumulatif Pinjaman Pemerintah pusat dan pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4287 ) ; 

16. peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
protokoler dan Keuangan Dewan perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor! 4416 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 
NomDr,94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540 ) ; 
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman 
Penyusunan Tata T e r t i b Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 2004 Nomor 91,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 
Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4569); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang eantuan 
Keuangan pada partai P o l i t i k ( Lembaran Negara Tahun 2005 
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513 ) ; 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 
Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4574 ) ; 

J 
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20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4575 ) ; 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan 
Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ; 

* 

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang 
Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan 
Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran pendapatan dan 
Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata usaha Keuangan Daerah dan 
Penyusunan Perhitungan Anggaran pendaptan dan Belanja Daerah ; 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2005 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD 

Kabupaten Pacitan ( Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 
Seri • E tanggal 16 Maret 2005) sebagaimana telah diubah 
dengan peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2005 
( Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 seri E tanggal 
1 Nopember 2005); 

24. peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2005 tentang 
Pokok - pokok pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan 
( Lembaran Daerah Kabupaten pacitan Tahun 2005 Nomor 2 Seri 
E tanggal 31 Maret 2005 ) ; 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2006 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Bel anj a Dae rah Kabupaten paci tan 
Tahun Anggaran 2006 ( Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 
2006 "; Nomor 1 Seri A tanggal 10 Maret 2006 ) ; 

i 
26. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tunjangan 

Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pacitan ( Berita 
. Daerah Kabupaten pacitan Tahun 2006 Nomor 1 tanggal 2 
3anuari 2006 ) ; 



27. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten pacitan 
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Peraturan Tata Tertib DPRO Kabupaten 
pacitan. 

\ 
Memperhatikan : Surat Edaran Menterl Dalam Negeri Nomor 903/2429/53 perihal Pedoman 

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2006 DAN pertanggungjawaban 
Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2005 ; 

i 
H E M U T U S K A N 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PACITAN TENTANG PEN3ABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELAN3A DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2006. 
i 

\ pasal 1 
i 

Anggaran Pendapatan dan eeianja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2006 sebagai 
berikut : 

1 
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1. P E N D A P A T A N ; 
a. pendapatan Asli Daerah Rp. 11.843.022.862,00 
b. Dana Perimbangan' Rp.389.939.723.083,00 
c. tain-lain pendapatan yg Sah Rp. 2.749.000.000.00 

I Rp. 404.531.745.945,00 
2. B E L A N 3 A 1 

APARATUR DAERAH 
a. Belanja Administrasi Umuro Rp.215.230.119.201,00 
b. Belanja Operasi dan 

pemeliharaan 1 Rp. 17.401.538.965,00 
c. Belanja Modal i R D. 7.6Q2.1SS.375.0Q Rp. 240.233.813.541,00 

PELAYANAN PUBLIK \ 

a. Belanja Administrasi Umum Rp. 13.607.015.867,00 
b. Belanja operasi dan 

pemeliharaan \ Rp. 35.250.009.546,00 
c. Belanja Modal \ Rp. 67.342.499.139,00 
d. Belanja Bagi Hasil dan 

Bantuan Keuangan j Rp. 40.210.454.538,00 
e. Belanja Tidak Tersangka R D. 5.389.953.314.00 R D. 161.799.932.404.00 

I Surplus / C Defisit ) Rp. 2.498.000.000,00 
3. P E B I A Y A N 1 ' 

a. penerimaan 1 Rp. up. 
b. Pengeluaran ! RD. 2.498.000.000.00 

CRp. 2.498.000.000,00 ) 

' pasal 2 

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada 
Lampiran Peraturan i n i . 

I Pasal 3 

1 
I 

Lampiran sebagaimana 1dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari peraturan i n i . 



Pasal 4 

CD Peraturan Bupati pacitan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan 
mempunyai daya;laku surut sejak tanggal 1 Januari 2006, 

(2) Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan 
Peraturan Daerah i n i dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Pacitan. j ' 

Ditetapkan di PACtTAN 
Pada Tanggal 10 Maret 2006 

BUPATI PACITAN 

Cap. ttd 

H. S U J O N O 

D1 umumkan di Paci tan 
Pada Tanggal 10 Maret 2006 

Drs. ̂ DJIMAN,, MM 
Pembina Utama Madya 
NIP. 510 049 978 

D1 Umumkan dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2006 Nomor 3 


